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Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government dalam
mempengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia, mengevaluasi
pengelolaan PNBP, dan menilai peningkatannya. Fokusnya adalah pada penerapan e-
government di Kementerian Keuangan, khususnya dampaknya terhadap percepatan
pengambilan keputusan dan peningkatan PNBP. Penelitian dibatasi pada penggunaan
e-government dalam pengelolaan PNBP, menggunakan data primer dan sekunder dari
pengelola PNBP melalui analisis tematik. Hasil menunjukkan bahwa e-government
meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengotomatisasi proses manual,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemantauan real-time, serta
mengurangi penghindaran dan kecurangan PNBP melalui integrasi data antar lembaga.
E-government juga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar kementerian dan
lembaga, serta mendorong transformasi digital dan modernisasi sistem pemerintahan.
Penelitian ini menekankan pentingnya e-government dalam meningkatkan pengelolaan
PNBP melalui efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik, didukung oleh
regulasi yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Meski demikian, penelitian
ini memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada data kualitatif dan ketiadaan
analisis kuantitatif mendalam. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup metode
kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang lebih beragam untuk memberikan
gambaran yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: e-government, PNBP, efisiensi, transparansi, akuntabilitas,

transformasi digital.
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1. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir,
pemerintah di seluruh dunia telah
merespons tuntutan era digital dan
evolusi kebutuhan masyarakat dengan
mengembangkan tata kelola
pemerintahan secara elektronik atau e-
government. Adopsi e-government
dalam struktur administrasi dan
layanan pemerintahan dinilai mampu
memberikan solusi dalam mempercepat
proses birokrasi, memudahkan akses
informasi publik, membuka peluang
baru dalam pengumpulan data yang
lebih transparan, mengatur manajemen
sumber daya yang lebih responsif,
mengurangi kesalahan administratif,
dan menyelesaikan pekerjaan dengan
lebih efektif dan efisien (Heeks, 2002;
Altameem, Zairi, dan Alshawi, 2006;
Furuholt dan Wahid, 2008; Park dan
Kim, 2020; Uyar dkk., 2021; Tetteh,
Haizel-Commeh, dan Otchere-Ankrah,
2023; Sun, Ku, dan Shih, 2015; Layne
dan Lee, 2001; Carter dan Bélanger,
2005; Srivastava dan Teo, 2010).

Mengingat manfaat strategis ini,

banyak negara mengalokasikan

investasi substansial dalam
mengembangkan infrastruktur dan

kapasitas e-government dengan tujuan

utama  meningkatkan  pendapatan
pemerintah.
Teknologi  Informasi  dan

Komunikasi (TIK) menjadi salah satu
elemen  inti  dalam  reformasi
manajemen dan tata kelola
pemerintahan secara elektronik. TIK
membuka banyak kesempatan untuk
meningkatkan efisiensi dan kualitas
manajemen dalam memberikan layanan
publik (Moon, 2002). Penerapan TIK
dalam penyelenggaraan pemerintahan
dapat meningkatkan  pengambilan
keputusan dengan kolaborasi yang
lebih baik di antara pemangku
kepentingan yang berbeda, termasuk
pemerintah dan warga negara (Pereira
dkk., 2018). Meskipun e-government
telah menunjukkan potensi dalam
mendeteksi dan mengurangi korupsi,
penelitian terbaru menunjukkan bahwa
e-government tidak sepenuhnya efektif

dalam mengidentifikasi dan menangani
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fraud di  bidang  administrasi
pemerintahan, politik, dan hukum (Park
dan Kim, 2020). Fenomena ini
menunjukkan  bahwa  penerapan
teknologi masih kurang memadai
dalam menangani tantangan multifaset
dalam pencegahan dan penanggulangan
korupsi dan fraud.

Perkembangan e-government di
Indonesia diarahkan pada pembentukan
jaringan informasi dan transaksi
pelayanan publik. Tujuan pembentukan
ini adalah menyediakan layanan
berkualitas yang memuaskan,
terjangkau oleh seluruh masyarakat
tanpa batasan waktu dan biaya,
mendukung perkembangan ekonomi
nasional, meningkatkan daya saing di
kancah perdagangan internasional,
memfasilitasi ~ komunikasi  antara
pemerintah dan lembaga negara
lainnya, menyediakan mekanisme
dialog publik yang menarik partisipasi
masyarakat dalam perumusan
kebijakan, dan memperlancar transaksi
serta layanan antar entitas pemerintah

(Presiden Republik Indonesia, 2003).

Indonesia berusaha menerapkan e-
government pada setiap tingkatan
pemerintahan, dari tingkat terendah
seperti desa hingga pemerintahan pusat.
Namun, implementasi e-government
sebagai tindak lanjut atas amanat
peraturan perundang-undangan masih
belum sepenuhnya dapat
diimplementasikan

Hidayanto, dan Kurnia, 2023).

(Sihotang,
Kegagalan pemerintah dalam
mengembangkan e-government
menunjukkan pentingnya pendekatan
yang lebih inklusif dan terbuka,
sehingga masih dibutuhkan penelitian
yang dapat mengidentifikasi dan
mengintegrasikan aspek-aspek

teknologi, regulasi, pendidikan, dan

keterlibatan masyarakat dalam
gambaran yang holistik.
Sebagai  pelopor  Program

Reformasi Birokrasi di Indonesia,
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
telah melewati serangkaian tahapan
penting dalam upayanya
memperbaharui tata kelola. Tahapan

awal atau dikenal sebagai periode I,
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ditandai dengan penerbitan serangkaian
Undang-Undang Keuangan Negara.
Beranjak ke periode II, Kemenkeu
berfokus pada tiga aspek, yaitu
organisasi, proses bisnis, dan sumber
daya manusia. Periode III dan IV
berfokus pada pengembangan kerangka
Reformasi  Birokrasi Transformasi
Kelembagaan (RBTK). Kerangka ini
dirancang dengan harapan dapat
memaksimalkan Penerimaan Negara,
meningkatkan transparansi pengelolaan
Keuangan Negara, dan memastikan
efektivitas serta efisiensi dalam Belanja
Negara. Saat ini, memasuki Periode V,
Kemenkeu menetapkan transformasi
digital  sebagai  tonggak  utama
pembaharuan, menandai era baru dalam
reformasi birokrasi (Biro Organisasi
dan Ketatalaksanaan, 2022). Struktur
organisasi Kemenkeu terdiri dari 14
Unit Eselon I, di mana empat dari lima
diberikan

Eselon 1 tersebut

kewenangan dalam menerima
Penerimaan Negara dalam bentuk
Pajak, Cukai, Bea Masuk, dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) (Kementerian Keuangan,
2022). Oleh karena itu, Kemenkeu
dapat mewakili aspek krusial reformasi
birokrasi, e-government, dan PNBP di
Indonesia.

Non-tax revenue atau PNBP
memberi  efek  netral terhadap
pertumbuhan  ekonomi, sementara
pendapatan pajak dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi (Rahman dan
Siddiquee, 2023). Sebagian besar
negara di dunia belum memaksimalkan
potensi PNBP sebagai salah satu
pendorong  pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks keuangan, PNBP
memiliki  peran  strategis  dalam
meningkatkan kemampuan kontrol
makro ekonomi secara nasional,
menggerakkan peran pemerintah pusat
dan daerah, mengatasi defisit anggaran,
membangun program kesejahteraan
masyarakat, dan mendorong
perkembangan ekonomi lokal,
sehingga PNBP mempunyai hubungan
erat terhadap pertumbuhan ekonomi.

PNBP merupakan komponen vital dari

total pendapatan keuangan pemerintah
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(Zhang dan Huang, 2019). Persentase
rata-rata PNBP di negara-negara Eropa
selama periode 1995-2019 cenderung
rendah dan menurun, menunjukkan
bahwa negara-negara Eropa belum
memprioritaskan PNBP dan lebih fokus
pada peningkatan pajak (Yurdadog
dkk., 2022).

Dalam konteks perekonomian
nasional, PNBP memiliki potensi
signifikan untuk mendukung
implementasi strategi ekonomi dan
sosial. PNBP dapat berfungsi sebagai
instrumen  yang  mengoptimalkan
infrastruktur, meningkatkan kualitas
layanan publik, dan memicu reformasi
sistem ekonomi, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan sehat (Zhang dan
Huang, 2019). Peningkatan
pengeluaran pemerintah yang berasal
dari PNBP terbukti memberi dampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi,
sementara peningkatan pengeluaran
pemerintah yang dibiayai oleh pajak
dapat berdampak negatif (Chen, Singh,
dan Aru, 2022). Meskipun PNBP

mampu memberikan kontribusi
signifikan ~ dalam
kestabilan  fiskal,

ironisnya PNBP tidak  menjadi

meningkatkan

efisiensi  dan

perhatian utama bagi sebagian besar
negara. Dalam konteks tersebut,
penting untuk mengeksplorasi lebih
dalam peran e-government dalam
optimalisasi PNBP. Oleh karena itu,
penelitian ini  diharapkan mampu
memberikan wawasan holistik tentang
integrasi antara e-government dan

PNBP.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Shifting Balance Theory
Shifting

menyatakan bahwa perubahan genetik

Balance Theory

berasal dari perkawinan sedarah dua
induk berbeda dalam populasi terbatas
yang kemudian menghasilkan sel
genetik baru dengan ciri khas tertentu.
Perkawinan berulang dalam populasi
terbatas dapat menghasilkan sel genetik
unggul yang membawa karakteristik
kedua induknya, namun kemunculan

dari sel genetik unggul ini sering kali
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bersifat acak, sporadis, inovatif dan genetik itu sendiri namun juga
tiba-tiba. Seleksi alam kemudian lingkungan sekitar (Wright, 1932).
mendorong sel genetik unggul ini Menggunakan analogi yang sama,
keluar dari populasi asli dan mengubah perkembangan e-government untuk
bentuknya menjadi sel genetik superior tumbuh menjadi aplikasi unggul atau

(Wright, 1932). SuperApp dapat melewati tahapan
' N, evolusi seperti halnya makhluk hidup.

Dalam konteks penelitian ini,

lingkungan  meliputi  keseluruhan

aplikasi e-government dalam

pengelolaan ~ PNBP.  Lingkungan

‘ 1 £ Slight Inbreeding F. I Re
ANU4NS very dmall — ANU,4NS medium Hrm  mediom

terbatas dan mempunyai ketahanan

‘ _ mandiri dapat mempercepat tujuan dan
Sebagaimana  terlihat  dalam . . _
. . S proses dari evolusi (Ishida, 2017).
gambar, sel genetik superior menjalani ‘
Dalam rangka mengembangkan sistem
mutasi dan  berinteraksi dengan _ o
) ) yang efektif, terdapat beberapa prinsip
lingkungan sekitarnya. Namun, sel
) ] ) yang harus dipertimbangkan
genetik superior tersebut pada akhirnya
_ _ (Lammoglia dkk., 2010), antara lain:
kembali ke habitat asalnya setelah ' o
_ _ 1.  Menyediakan beragam jenis
mengalami serangkaian pengalaman.
) ) ] layanan kepada pengguna.
Sel genetik superior yang berhasil
o ) ) 2. Mengarahkan pengguna layanan
kembali ini kemudian berpotensi
_ untuk memilih dan menguji coba
mengubah  lingkungan asal dan o ‘
) aplikasi sesuai dengan kebutuhan
mendorong proses evolusi . o
) ) dan tujuan organisasi mereka
lingkungannya ke puncak evolusioner
. o secara mandiri.
yang baru. Sel genetik superior ini
3. Mengizinkan pengelola layanan
berperan penting dalam dinamika ‘
untuk melakukan peningkatan
evolusi dan tidak hanya mengubah sel
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dan pembaruan aplikasi
berdasarkan masukan.

4.  Mengadaptasi dan mengganti
layanan yang tidak lagi relevan
atau tidak memenuhi standar.
Kriteria-kriteria ini mempunyai

kemiripan dengan prinsip-prinsip yang

berlaku pada makhluk hidup, yang

menunjukkan karakteristik adaptasi

yang esensial bagi proses evolusi.

2.2. E-government

Berdasarkan telaahan bibliografi
dari 18.321 dokumen yang tersedia di
situs www.scopus.com dengan kriteria
pencarian kata kunci e-government,
diketahui bahwa tema dasar dan tema
penggerak dari seluruh penelitian
adalah  e-government, information
technology, developing countries,
government data processing dan
information systems. Dengan
demikian, penelitian ini mengadopsi e-
government sebagai fondasi pertama
dalam menjelaskan kerangka teorinya.

Definisi  e-government atau

pemerintahan elektronik pertama kali

disebut dengan istilah government

online (Presiden Republik Indonesia,

2001). Menyadari keterbatasan
kesiapan  infrastruktur  informasi
nasional pada  masa tersebut,
Pemerintah  Indonesia  kemudian

merancang kebijakan dan strategi
nasional untuk pengembangan e-
government pada tahun 2003. Dalam
hal pengembangan e-government ini,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika dipilih sebagai pelaksana
utama dari strategi tersebut.
E-government didefinisikan
sebagai  bentuk  penyelenggaraan
pemerintahan yang mengandalkan
teknologi elektronik dengan tujuan
meningkatkan kualitas layanan publik
agar lebih efektif dan efisien (Presiden
Republik Indonesia, 2003a). Ada empat
fokus utama dalam pengembangan e-
government yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Indonesia, yaitu:
1.  Membentuk jaringan informasi
dan transaksi layanan publik yang

bermutu dan menjangkau seluruh

wilayah Indonesia, dapat diakses
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diatur secara rinci

sewaktu-waktu dan dengan biaya
murah.

Menggagas hubungan interaktif
dengan pelaku wusaha guna
memajukan ekonomi nasional
dan menguatkan daya saing
dalam perdagangan dunia.
Menyusun mekanisme
komunikasi dengan K/L dan
menyediakan  sarana  dialog
publik, sehingga masyarakat
dapat terlibat dalam penyusunan
kebijakan negara.

Mengatur  sistem manajemen
yang transparan dan efisien serta
memperlancar  transaksi  dan
layanan di antara K/L dan
pemerintah daerah.
Pembangunan

e-government

dengan

mempertimbangkan sejumlah aspek,

yaitu:

1.
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perkembangan teknologi
informasi.

Infrastruktur Jaringan Informasi:
Aspek ini menyangkut kesiapan
infrastruktur telekomunikasi
termasuk ketersediaan, mutu,
jangkauan, dan biaya layanan
akses.

Pengelolaan Informasi: Aspek ini

mengacu pada standar dan

keamanan dalam  mengelola
informasi, mulai dari
perencanaan, pemrosesan,

penyimpanan, hingga distribusi.
Lingkungan Usaha: Aspek ini
melibatkan  kondisi pasar,
mekanisme perdagangan, dan
peraturan yang menciptakan latar
belakang bagi  pertumbuhan
bisnis di bidang teknologi
informasi. Ini khususnya
berdampak pada kelancaran
komunikasi informasi antara
pemerintah, masyarakat, dan
pelaku bisnis.

Masyarakat  dan  Kapasitas

Manusia: Aspek ini fokus pada
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penyebaran teknologi informasi

dalam aktivitas masyarakat, baik

individu maupun kelompok, serta
seberapa jauh teknologi

informasi diperkenalkan kepada

masyarakat melalui jalur edukasi.

E-government adalah penerapan
teknologi, terutama berbasis web, oleh
pemerintah untuk mempermudah akses
dan penyampaian informasi serta
layanan kepada masyarakat dan entitas
lain. E-government berpotensi
meningkatkan hubungan pemerintah
dan masyarakat, memudahkan
interaksi, dan mempercepat
penyampaian layanan dengan biaya
yang lebih efisien (Layne dan Lee,

2001). Evolusi e-government dibagi ke

dalam empat tahap (Layne dan Lee,

2001; Moon, 2002; West, 2004; Lu

dkk., 2015):

1.  Catalogue: Tahap pembentukan
sistem dan fasilitas online,
mensosialisasikannya dan
menawarkannya kepada publik.

2. Transaction: Tahap pemberian

pelayanan dan formulir layanan

berbasis online dan bekerja
berdasarkan database.

3. Vertical Integration: Tahapan
ketika layanan pemerintah tidak
hanya bekerja di daerah dan
desentralisasi, namun di eskalasi
terpusat dan bekerja sesuai
dengan fungsinya.

4.  Horizontal Integration: Tahap
ketika fungsi antar sistem
terintegrasi dan memberikan satu
layanan terpadu bagi masyarakat.
Suksesi e-government sebagian

besar didorong oleh keterlibatan aktif

dan penggunaan berkelanjutan oleh

masyarakat. Salah satu alasan utama di

balik keterlibatan masyarakat ini adalah

keyakinan =~ bahwa  e-government
menawarkan manfaat yang lebih
signifikan dan efisiensi yang lebih
tinggi dalam penyediaan layanan

publik (Carter dan Bélanger, 2005;

Bélanger dan Carter, 2008; Teo,

Srivastava, dan Jiang, 2008; Linders,

2012).

Hubungan dan aktivitas e-

government dibagi menjadi empat,
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yaitu government-to-government
(G2G), government-to-business (G2B),
government-to-citizen (G2C), dan
government-to-employee (G2E).
Mengacu pada keempat hubungan
tersebut, perkembangan e-government
dibagi menjadi empat tahap: kehadiran
layanan, interaksi, transaksi, dan
integrasi transformasi (Furuholt dan
Wahid, 2008).

E-government telah merevolusi
penyelenggaraan layanan publik oleh
pemerintah dengan mengubah pola
kerja dan standar prosedur operasional
dalam administrasi yang berinteraksi
secara luas dengan masyarakat.
Negara-negara seperti Korea Selatan,
India, Rusia, Argentina, dan Chili telah
menerapkan sistem e-government ini,
khususnya dalam mekanisme pelaporan
kasus korupsi yang terkait dengan
urusan administratif (Shim dan Eom,
2008). E-government berkontribusi
dalam meminimalkan interaksi
langsung antara aparatur atau pejabat
pemerintahan dan entitas eksternal.
frekuensi

Penurunan pertemuan

langsung ini mengurangi peluang
terjadinya keputusan subjektif dan
mencegah  praktik-praktik  koruptif
yang kerap muncul dari interaksi tatap
muka (Cho dan Choi, 2004). E-
government meningkatkan transparansi
dan kredibilitas administrasi publik
serta mencegah terjadinya korupsi
(Zhang dan Huang, 2019).

Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
(UU 9/2018), PNBP didefinisikan
sebagai pungutan dari perorangan atau
badan hukum sebagai imbal balik dari
perolehan manfaat langsung atau tidak
langsung dari layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak
perolehan dari negara (Presiden
Republik Indonesia, 2003b).

PNBP di Indonesia merupakan
salah satu dari penerimaan Pemerintah
Pusat yang pengelolaannya dilakukan
melewati mekanisme  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Kementerian Keuangan,

selaku kementerian yang
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menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan
negara, ditunjuk untuk menjadi
koordinator dalam pengelolaan PNBP
di Indonesia.

Berdasarkan LKPP Tahun 2017
s.d. 2022 diketahui bahwa pengelola
PNBP di Indonesia dibagi menjadi dua
yaitu  Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal dan menteri atau
pimpinan lembaga yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas pengelolaan PNBP
di K/L yang dipimpin. Pimpinan
Instansi  Pengelola PNBP  dapat
menunjuk Mitra Instansi Pengelola
PNBP dalam melakukan penentuan,
pemungutan, penyetoran, monitoring,
pencatatan piutang, penagihan, koreksi
tagihan, pelaporan,
pertanggungjawaban, administrasi
penerimaan, dan tugas-tugas lain sesuai
penugasan dalam bidang PNBP
(Menteri Keuangan, 2021).

Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

objek PNBP yang dikelola terdiri dari

pemanfaatan sumber daya alam,

pelayanan, pengelolaan  kekayaan
negara dipisahkan, pengelolaan barang
milik negara, pengelolaan dana, dan
hak negara lainnya (Presiden Republik
Indonesia, 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN
3.1. Deskripsi Data

Penelitian ini dimulai dengan
melakukan  pendekatan  nonformal
untuk memperoleh kepastian akses dan
narasumber  yang  andal  serta
berpengalaman terkait e-government
yang digunakan oleh instansi pengelola
PNBP, Bendahara Umum Negara
(BUN), atau pimpinan K/L yang
memiliki kewenangan dalam
perumusan kebijakan PNBP atau
Sistem Informasi PNBP  Online
(SIMPONI).  Setelah  memperoleh
kepastian akses dan narasumber,
peneliti secara formal mengirimkan
surat permohonan dari fakultas untuk
melakukan penelitian dan wawancara

di  lingkungan DIJA, Kemenkeu.

Berdasarkan hasil diskusi dengan
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pimpinan  direktorat, =~ wawancara
dilakukan melalui metode Focus Group
Discussion (FGD). FGD lintas sektor,
eselon, dan direktorat diharapkan dapat
menjawab pertanyaan penelitian secara
menyeluruh.
Sebanyak enam narasumber terpilih
dan bersedia untuk mengikuti FGD.
Pemilihan  narasumber  dilakukan
berdasarkan rekomendasi pimpinan
direktorat dan pengalaman kerja
minimal 15 tahun di  bidang
pengelolaan SIMPONI, sehingga hasil
FGD diharapkan mampu memberikan
penjelasan yang memadai terhadap
perkembangan SIMPONI sejak awal
dibentuk hingga saat ini. Proses FGD
dilakukan secara tatap muka langsung
untuk memungkinkan peneliti
melakukan observasi singkat dan
menangkap informasi secara optimal.
Untuk memperkaya penelitian,
peneliti  menggunakan  triangulasi
sumber dengan melakukan wawancara
dengan dua narasumber tambahan:
seorang koordinator penerimaan PNBP

dan  seorang  narasumber  dari

perusahaan nasional penyetor PNBP
terbesar di Indonesia. Wawancara
dilakukan secara tatap muka di lokasi
dan waktu terpisah untuk mengurangi
distorsi informasi. Hasil wawancara
kemudian ditranskripsi secara manual
dan dianalisis menggunakan aplikasi
NVIVO 14.23.1 dengan
mengidentifikasi kode, kategorisasi,

dan tema.

3.2. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas data,

peneliti mengambil langkah-langkah

berikut:

1.  Triangulasi Data: Melibatkan
koordinator PNBP dan
perusahaan nasional penyetor
PNBP untuk  menunjukkan

konsistensi antara penjelasan

yang diberikan oleh narasumber

FGD terkait perkembangan

SIMPONI.  Kesesuaian  ini
memperkuat temuan penelitian.

2. Verifikasi Transkrip: Dilakukan

secara manual dengan

membandingkan rekaman audio

253

*Corresponding Author’s email: fahrinoahmad@mail.ugm.ac.id
ISSN: 2302-1500
https://jurnal.ugm.ac.id



ABIS: Accounting and Business Information Systems
Vol 12 No.4 (November 2024)

3.3.

asli untuk menjaga reliabilitas
data. Hasil transkripsi
dikonfirmasi dengan salah satu
responden untuk memastikan
keabsahan data dan persetujuan

atas hasil wawancara.

Hasil Pembahasan

Fase 1: Perkembangan Awal

Perkembangan awal SIMPONI

dapat dibagi menjadi empat kategori

utama:

*Corresponding Author’s email: fahrinoahmad@mail.ugm.ac.id
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1. Inisiatif Pemerintah:
SIMPONI dibangun untuk
meningkatkan efisiensi
administrasi pengelolaan
PNBP dengan sistem yang
lebih terstruktur dan
transparan. Dukungan
regulasi seperti UU 9/2018
memperkuat dasar hukum

SIMPONI.

https://jurnal.ugm.ac.id

II.

2. Inisiatif Masyarakat:
Partisipasi aktif dari
masyarakat dan K/L
menunjukkan kebutuhan
untuk

SIMPONI,

terintegrasi  dengan
meningkatkan
efisiensi dan transparansi.
3. Inisiatif Regulasi: Regulasi
memberikan landasan
hukum yang kuat untuk
integrasi dan
operasionalisasi SIMPONI,
memastikan perubahan dan
inovasi dapat
diimplementasikan efektif.
4. Inisiatif

SIMPONI berkembang dari

Kegunaan:
alat pengumpulan uang
menjadi alat pengawasan dan
penggalian potensi PNBP
dengan fungsi administrasi
yang lebih kompleks.
Fase 2: Evolusi dan Mutasi
SIMPONI mengalami
transformasi signifikan melalui
dalam

evolusi dan mutasi

pengelolaan PNBP:
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Pembentukan  Database:
SIMPONI berevolusi

dengan mengembangkan

Perubahan lingkungan dalam

pengelolaan ~ PNBP  melalui

SIMPONI mencakup integrasi

sub-modul terintegrasi dan peningkatan fungsi:

seperti SIMBARA dan 1. Integrasi Horizontal:
ABS untuk meningkatkan Integrasi 47 K/L dalam
efisiensi sistem. SIMPONI  meningkatkan
Penggabungan Fungsi: efisiensi administrasi dan
Integrasi data dan proses transparansi pembayaran.
dari berbagai K/L 2.  Integrasi Vertikal:
mempermudah layanan Kerjasama antara berbagai
publik dan memastikan level pemerintahan
akurasi data. memastikan  pengawasan
Penggunaan Fungsi: yang baik dari eksplorasi
SIMPONI berfungsi hingga pembayaran.
sebagai  alat  kontrol, 3. Penambahan Fungsi:
pengawasan, dan analisis, Penambahan elemen baru
menyinkronkan  berbagai seperti profil risiko dan
komponen PNBP. monitoring real-time
Perbaikan Fungsi: meningkatkan  kepatuhan
Penambahan elemen baru wajib bayar.

dan penyempurnaan sistem 4.  Perbaikan Aplikasi:
dilakukan untuk Pembaruan dan

meningkatkan  kepatuhan

dan mengurangi risiko

pengembangan sub-modul

yang lebih canggih serta

penyimpangan. integrasi dengan sistem lain
Fase 3: Perubahan Lingkungan seperti Tableau
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meningkatkan efisiensi dan

transparansi.
3.4. Diskusi
Penelitian ini menunjukkan bahwa e-
government seperti SIMPONI berperan
penting dalam peningkatan PNBP di
Indonesia melalui berbagai inisiatif,
regulasi, dan peningkatan fungsi. Hasil
penelitian ini sejalan dengan temuan
penelitian terdahulu yang menekankan
pentingnya teknologi informasi dalam
meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas dalam pengelolaan

penerimaan negara.

3.5. Implikasi Penelitian

1.  Kebijakan: Dukungan regulasi
yang kuat dan inisiatif strategis
pemerintah ~ penting  untuk
keberhasilan implementasi e-
government.

2. Praktis: Partisipasi aktif dari
masyarakat dan K/L penting
untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi administrasi.

3.  Pengembangan Sistem:

Pengembangan  fungsi  dan

perbaikan sistem terus-menerus

penting untuk efektivitas alat

kontrol, pengawasan, dan
analisis.

4. Kerjasama Antar Kementerian:
Integrasi horizontal dan vertikal
memastikan pengawasan yang
baik dan meningkatkan efisiensi
pengelolaan PNBP.

Dengan demikian, penelitian ini
memberikan wawasan tentang
bagaimana e-government dapat
diimplementasikan dan dikembangkan
untuk mendukung pengelolaan PNBP
yang lebih efisien dan transparan di

Indonesia.

4, KESIMPULAN

4.1. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini  menunjukkan
bahwa e-government memberikan
kontribusi yang signifikan dalam
meningkatkan  Penerimaan  Negara
Bukan Pajak (PNBP). Beberapa peran
utama e-government yang ditemukan
berdasarkan hasil penelitian adalah

sebagai berikut:
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Meningkatkan Efisiensi
Administrasi:
Implementasi e-government

menunjukkan kemampuan dalam
meningkatkan efisiensi
administrasi pengelolaan PNBP.
Dengan menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK),
berbagai proses manual yang
sebelumnya memakan waktu dan
rentan  terhadap  kesalahan
manusia Kini dapat diotomatisasi.
Hal ini memungkinkan
pengelolaan data dan transaksi
PNBP vyang lebih cepat dan
akurat, meningkatkan efektivitas
administrasi dan pengumpulan
penerimaan negara.

Meningkatkan Transparansi dan
Akuntabilitas:
Implementasi e-government
berperan penting dalam
meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan PNBP.
Sistem  ini  memungkinkan
pemantauan  real-time  dan

pelacakan transaksi, sehingga

https://jurnal.ugm.ac.id

meminimalkan peluang korupsi
dan  penyalahgunaan  dana.
Transparansi ini  meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan
pemangku kepentingan terhadap
pengelolaan penerimaan negara,
yang juga berkontribusi pada
peningkatan kepatuhan wajib
pajak.

Mengurangi Penghindaran dan
Kecurangan PNBP:
Implementasi e-government
mampu mengurangi
penghindaran dan kecurangan
PNBP. Melalui integrasi data
antar Kementerian dan Lembaga
(K/L), e-government dapat
mendeteksi ketidakpatuhan dan
melakukan tindakan preventif
secara  otomatis. Hal ini
memastikan bahwa pelaku usaha
dan wajib bayar mematuhi
peraturan dan kewajiban mereka,
sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan
PNBP.

penerimaan
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Meningkatkan Kolaborasi Antar
Kementerian dan Lembaga:

Implementasi e-government
memungkinkan integrasi dan
kolaborasi yang lebih baik antara
berbagai KJ/L.

menghubungkan data dan proses

E-government

dari berbagai sektor, menciptakan
sinergi yang lebih kuat dalam
pengelolaan penerimaan negara.
Kolaborasi  ini  memastikan
bahwa informasi dapat
dikonsolidasikan dengan baik
dan digunakan secara efektif
untuk pengambilan keputusan
yang lebih baik.

Mendorong Transformasi Digital
dan Modernisasi Sistem:
Penerapan e-government
mendorong transformasi digital
dan modernisasi sistem
pemerintahan. SIMPONI adalah
contoh bagaimana teknologi
dapat digunakan untuk
mengembangkan sistem yang
lebih  modern dan responsif

terhadap  kebutuhan  zaman.

Modernisasi ini tidak hanya
meningkatkan  efisiensi  dan
efektivitas, tetapi juga
mendukung  inovasi  dalam
pengelolaan penerimaan negara.
Penelitian ini menggarisbawahi
dalam
PNBP

melalui berbagai peran yang signifikan.

pentingnya  e-government

meningkatkan  pengelolaan
Meskipun pendekatan teori yang
digunakan adalah Shifting Balance
Theory, hasil penelitian tetap relevan
dan menunjukkan kontribusi nyata e-
government dalam mendukung tujuan
ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Grounded Theory dapat digunakan
untuk lebih memahami dinamika dan
interaksi antara faktor-faktor ini dalam

konteks yang lebih luas.

Berdasarkan hasil  penelitian
mengenai perkembangan e-
government,  khususnya  melalui
implementasi ~ sistem  SIMPONI,
ditemukan bahwa peningkatan

teknologi dan kapabilitas sumber daya
manusia memainkan peran penting
efisiensi,

dalam meningkatkan
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transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan PNBP. Pergeseran dari
arsitektur Service-Oriented
Architecture (SOA) yang ditambahkan
fitur Application Programming
Interface (API) menjadi salah satu
kunci keberhasilan dalam
mempersiapkan sistem untuk analisis
big data, deep learning, dan kecerdasan
buatan (Al).

Penambahan fitur APl ke dalam
SOA envelop memungkinkan sistem
SIMPONI untuk berkomunikasi dan
berintegrasi dengan berbagai aplikasi
dan sistem lain secara lebih efektif. Ini
memberikan fleksibilitas yang lebih
besar dalam mengelola dan memproses
data, yang sangat penting dalam era big
data dan Al. Dengan kapasitas yang
lebih besar untuk analisis data, deep
learning, dan Al, SIMPONI dapat
melakukan pengawasan dan analisis
yang lebih mendalam dan prediktif,
membantu mendeteksi potensi
penyimpangan dan  meningkatkan
akurasi dalam pengelolaan PNBP.

Selain  peningkatan teknologi,
kapabilitas sumber daya manusia juga
mengalami perkembangan signifikan.
Pergeseran dari batch processing ke
real-time processing menunjukkan
bagaimana data dapat diproses dan
dianalisis secepat mungkin saat
diterima, meningkatkan responsivitas
sistem terhadap perubahan dan
kebutuhan yang muncul. Perubahan ini
juga mencerminkan transisi  dari
integrasi  parsial menjadi integrasi
penuh, di mana semua sistem dan
proses dalam SIMPONI terhubung dan
berfungsi secara holistik, memastikan
bahwa setiap tahap pengelolaan PNBP
dapat diawasi dan dikendalikan dengan
lebih baik.

Peningkatan  dari  teknologi
informasi yang sederhana ke teknologi
yang lebih canggih juga merupakan
aspek penting dalam evolusi SIMPONI.
Ini memungkinkan sistem untuk terus
beradaptasi dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan yang dinamis,
memastikan bahwa SIMPONI tetap
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relevan dan efektif dalam mendukung
pengelolaan PNBP.

Temuan penelitian juga
menunjukkan bahwa dukungan regulasi
yang kuat dan inisiatif strategis dari
pemerintah sangat penting untuk
keberhasilan  implementasi  sistem
SIMPONI.

Pemerintah perlu terus mendorong dan

informasi seperti

mendukung inisiatif teknologi untuk
memastikan bahwa sistem administrasi
publik dapat beradaptasi dengan
perkembangan zaman dan memenuhi
kebutuhan masyarakat yang semakin
kompleks.

Partisipasi aktif dari masyarakat
dan K/L dalam mengintegrasikan
sistem informasi juga sangat penting
untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi administrasi. Keterlibatan
berbagai pihak dalam pengembangan
dan implementasi sistem informasi
membantu memastikan bahwa sistem
ini dapat memenuhi kebutuhan spesifik
dan beradaptasi dengan perubahan

regulasi dan teknologi.

Pengembangan  fungsi  dan
perbaikan sistem secara terus-menerus
juga penting untuk memastikan bahwa
sistem informasi dapat berfungsi secara
efektif  sebagai alat kontrol,
pengawasan, dan analisis. Penambahan
fungsi baru dan perbaikan sistem
membantu memastikan bahwa proses
administrasi berjalan lebih efisien dan
akurat, serta mengurangi risiko
penyimpangan.

Kerjasama dan sinergi antara

berbagai level pemerintahan dan

lembaga terkait dalam
mengimplementasikan sistem
informasi juga menunjukkan

pentingnya integrasi horizontal dan
vertikal. Integrasi ini  membantu
memastikan bahwa setiap tahapan
proses administrasi dapat diawasi
dengan baik, meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan PNBP.
Secara keseluruhan, pergeseran
teknologi dan peningkatan kapabilitas
sumber daya manusia dalam sistem e-
SIMPONI

menunjukkan bagaimana teknologi

government seperti
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dapat mengubah dan meningkatkan
pengelolaan  penerimaan  negara.
Dengan dukungan regulasi yang tepat,
partisipasi aktif dari berbagai pihak,
dan pengembangan sistem yang terus-
menerus, SIMPONI dapat berfungsi
sebagai alat yang efektif untuk
mengoptimalkan pengumpulan PNBP,
mendukung transparansi, dan
memastikan  akuntabilitas  dalam
administrasi publik.

Perkembangan dan implementasi
SIMPONI

menggunakan kerangka teori yang

dieksplorasi dengan

mencakup empat kategori utama:
Inisiatif Pemerintah, Inisiatif
Masyarakat, Inisiatif Regulasi, dan
Inisiatif Kegunaan. Dapat disimpulkan
bahwa SIMPONI telah  berhasil
meningkatkan efisiensi administrasi
pengelolaan PNBP melalui inisiatif
strategis yang  dilakukan  oleh
pemerintah, yang didukung oleh
regulasi yang kuat. Dukungan regulasi
ini tidak hanya memberikan landasan
hukum vyang kokoh tetapi juga

memastikan bahwa setiap perubahan

dan inovasi dalam sistem dapat
diimplementasikan secara efektif.
Partisipasi aktif masyarakat dan
berbagai K/L dalam integrasi sistem
menunjukkan  penerimaan  positif
terhadap teknologi ini. K/L yang
memiliki kebutuhan spesifik terkait
pengelolaan PNBP berinisiatif untuk
terintegrasi dengan SIMPONI, yang
menandakan partisipasi  aktif dari
berbagai pihak dalam memanfaatkan
teknologi untuk meningkatkan efisiensi
dan transparansi. Ini menunjukkan
bahwa ada sinergi antara pemerintah
dan  masyarakat dalam  upaya
mengoptimalkan pengelolaan PNBP.
Fungsi ~ SIMPONI  yang  terus
berkembang, seperti  pengawasan,
kontrol, dan analisis, menunjukkan
bahwa sistem ini mampu beradaptasi
dengan kebutuhan yang semakin
SIMPONI

dibangun hanya untuk mendukung

kompleks. Awalnya,

fungsi  administrasi  pengumpulan
penerimaan negara, namun seiring
waktu, sistem ini berkembang untuk

juga mencakup fungsi pengawasan dan
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penggalian potensi PNBP. Fungsi-
fungsi baru yang ditambahkan, seperti
profil risiko wajib bayar dan ABS
untuk kepatuhan, menunjukkan bahwa
SIMPONI tidak hanya berfungsi
sebagai alat administrasi tetapi juga
sebagai alat kontrol dan pengawasan
yang lebih komprehensif.

Selain itu, integrasi horizontal
SIMPONI

memperkuat kerjasama antar lembaga

dan  vertikal dalam

dan memastikan pengawasan Yyang
lebih efektif. Integrasi horizontal
mencakup kerjasama antar K/L yang
memungkinkan data dan informasi dari
berbagai sektor untuk dikonsolidasikan
dalam  satu  sistem,  sehingga
memudahkan pemantauan dan
pengelolaan penerimaan negara. Di sisi
lain, integrasi vertikal melibatkan
kerjasama dan sinergi antara berbagai
level pemerintahan, memastikan bahwa
setiap tahapan, mulai dari eksplorasi
hingga produksi dan pembayaran
PNBP, dapat diawasi dengan baik dan
transparan. Hal ini meningkatkan

efisiensi administrasi dan memastikan

bahwa proses pengumpulan dan
pengawasan PNBP dilakukan dengan
lebih efektif dan akurat.

Secara keseluruhan,
implementasi SIMPONI menunjukkan
bahwa teknologi informasi dapat
berperan penting dalam meningkatkan
efisiensi dan transparansi pengelolaan
keuangan negara. Dengan dukungan
regulasi yang kuat dan partisipasi aktif
dari berbagai pihak, sistem ini dapat
terus berkembang dan beradaptasi
dengan perubahan kebutuhan dan
teknologi, sehingga mampu
mendukung fungsi administrasi publik

secara lebih efektif.

4.2. Keterbatasan dan Saran
Penelitian Selanjutnya

1.  Pengandalan pada Data Kualitatif
Terlalu  mengandalkan  data
kualitatif dari wawancara dan
kajian literatur dapat
menimbulkan  bias  subyektif
dalam interpretasi data.
Penggunaan  data  kualitatif

memberikan wawasan mendalam
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tetapi kurang mampu
memberikan bukti empiris yang
kuat, sehingga hasilnya mungkin
kurang dapat diandalkan untuk
pengambilan keputusan universal
atau aplikasi dalam konteks yang
berbeda.

Terlalu Fokus pada Implementasi
SIMPONI

Pembatasan pada implementasi
SIMPONI dalam konteks PNBP
berarti bahwa temuan mungkin
tidak dapat digeneralisasikan

untuk sistem informasi e-
government lainnya di K/L yang
berbeda.

membuat hasil dan temuan lebih

Fokus yang sempit
relevan  dan untuk
konteks PNBP tetapi

relevan untuk sistem informasi

spesifik

kurang

yang berbeda.
Ketiadaan Analisis Kuantitatif
yang Mendalam

Tidak adanya analisis kuantitatif

yang  mendalam  mengenai
dampak SIMPONI terhadap
efisiensi dan transparansi

Saran
yaitu:
1.
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administrasi dapat mengurangi
kekuatan bukti yang mendukung
kesimpulan. Analisis kuantitatif
memungkinkan pengukuran
objektif terhadap kinerja sistem.
Tanpa data kuantitatif, sulit untuk
memberikan bukti empiris yang
kuat tentang
SIMPONI telah meningkatkan

efisiensi dan transparansi.

sejauh  mana

untuk penelitian selanjutnya

Penelitian Kuantitatif

Disarankan  untuk dilakukan
penelitian  kuantitatif ~ yang
mendalam  untuk  mengukur

dampak implementasi SIMPONI
terhadap efisiensi dan
transparansi administrasi PNBP.
statistik yang

komprehensif dapat memberikan

Analisis

gambaran lebih akurat mengenai
kontribusi sistem ini.
Studi Komparatif
Dilakukan  studi
dengan

komparatif
sistem informasi e-

government lainnya di berbagai
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negara atau  sektor untuk
mengidentifikasi praktik terbaik
dan area perbaikan yang
potensial. Studi komparatif dapat
memberikan wawasan berharga
tentang bagaimana SIMPONI
dapat lebih ditingkatkan.
Pengembangan Teknologi
Diharapkan untuk
mengembangkan dan
mengintegrasikan teknologi baru
seperti kecerdasan buatan (Al)
dan big data analitis ke dalam
SIMPONI untuk meningkatkan
kemampuan analisis dan prediksi.
Teknologi ini dapat membantu
dalam pengawasan dan
penggalian potensi PNBP dengan
lebih efisien.

Peningkatan Partisipasi

Perlu ditingkatkan partisipasi
masyarakat dan K/L dalam
pengembangan dan implementasi
SIMPONI melalui pelatihan dan
sosialisasi yang lebih intensif.
Partisipasi aktif dari berbagai

pihak dapat membantu

https://jurnal.ugm.ac.id

memastikan bahwa sistem ini
memenuhi kebutuhan spesifik
dan adaptif terhadap perubahan
regulasi dan teknologi.

Evaluasi Berkala

Disarankan  untuk dilakukan
evaluasi berkala terhadap fungsi
dan kinerja SIMPONI untuk
mengidentifikasi area  yang
memerlukan  perbaikan  dan
pengembangan  lebih  lanjut.
Evaluasi ini dapat membantu
memastikan bahwa sistem ini
tetap relevan dan efektif dalam

mendukung administrasi PNBP.
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